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ABSTRAK

Keadilan restoratif atau yang sering disebut dengan restorative justice merupakan
suatu pandangan hukum baru yang menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara
pidana dengan melibatkan semua pihak yang berperkara. Gagasan tentang
restorative justice secara konseptual sudah tertuang dalam aturan hukum dan
menjadi landasan dalam menyelesaikan masalah pidana diluar Lembaga peradilan.
Kepolisian dalam hal ini menjadi Lembaga yang memiliki wewenang untuk
menggunakan restorative justice untuk mendamaikan pihak-pihak dengan
mengedepankan rasa keadilan yang dirasakan secara Bersama. Pandangan ini
dinilai sebagai salah satu Langkah yang efektif untuk mengganti system hukum
pidana yang lama dimana hukuman pidana penjara menjadi orientasi dalam
penyelesaian perkara. Oleh karena itu, timbul pertanyaan: Pertama, bagaimana
kebijakan restorative justice diupayakan dalam penyelesaian tindak pidana
pengeroyokan di Polres Bantul, yang kedua yaitu faktor apa saja yang
menghambat dalam prosedur penyelesaian kasus tindak pidana di Polres Bantul,
dan yang terakhir Upaya apa yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi faktor
penghambat yang ada.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (field research) . dan
pendekatan penelitian yuridis empiris dengan mengkaji dasar hukum serta
implementasi penerapan Restorative justice dalam masyarakat, serta Teknik
pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi dan wawancara
yang dilakukan dengan narasumber yang berasal dari Satreskrim Polres Bantul,
serta nota perdamaian yang diambil dari arsip Satreskrim Polres Bantul, kemudian
dikembangkan dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa restorative justice yang merupakan
konsep terbaru dari system hukum yang lama menjadi prinsip yang selalu
dikedepankan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam
menyelesaikan perkara pidana dengan berusaha mendamaikan pelaku dan korban
tindak pidana pada tahap penyelidikan dan penyidikan sebelum sampai pada
proses penyelesaian perkara di pengadilan. Sebagai salah satu alternatif
penyelesaian perkara, restorative justice dalam penerapannya masih belum efektif
karena rendahnya pemahaman masyarakat akan fungsi restorative justice dan
tidak adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara untuk didamaikan
dengan prinsip restorative justice.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Restorative Justice, Pengeroyokan
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ABSTRACT

Restorative justice or what is often referred to as restorative justice is a new legal
view that becomes an alternative in solving criminal cases by involving all
litigants. The idea of restorative justice is conceptually contained in the rule of
law and is the basis for solving criminal problems outside the judiciary. The
police in this case become an institution that has the authority to use restorative
justice to reconcile parties by prioritizing a sense of justice that is felt together.
This view is considered as one of the effective steps to replace the old criminal
law system where prison sentences become an orientation in solving cases.
Therefore, questions arise: First, how is the restorative justice policy pursued in
solving the crime of mobbing at the Bantul Police Station, the second is what
factors hinder the procedure for solving criminal cases at the Bantul Police Station,
and finally what efforts are made by the police to overcome the existing inhibiting
factors.

This research uses a type of field study research (field research). and an empirical
juridical research approach by examining the legal basis and implementation of
the application of Restorative justice in society, as well as data collection
techniques using literature studies, observations and interviews conducted with
resource persons from the Bantul Police Secretariat, as well as peace notes taken
from the archives of the Bantul Police Secretariat, then developed using
descriptive analysis methods.

The results of this study show that restorative justice, which is the latest concept
of the old legal system, is a principle that is always put forward by law
enforcement officials, in this case the police in solving criminal cases by trying to
reconcile perpetrators and victims of criminal acts at the investigation and
investigation stage before arriving at the process of solving cases in court. As an
alternative case resolution, restorative justice in its application is still ineffective
due to the low public understanding of the function of restorative justice and the
absence of agreement between litigants to be reconciled with the principle of
restorative justice.

Keywords : Criminal Act, Restorative Justice, Raid
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai

peranan penting dalam hukum Negara. Indonesia merupakan Negara

hukum sehingga kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur

atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain seperti substansi

hukum dan kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari

struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam

organisasi Negara. Tindak pidana yang dilakukan masyarakat memerlukan

penyelesaian sekaligus pencegahan dari instansi terkait yang menopang

tegaknya hukum di masyarakat bahkan di Indonesia yaitu kepolisian.1

Tindak pidana memiliki berbagai macam spesifikasi yang di atur

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana yaitu

perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum yang dilakukan oleh seseorang dan pantas untuk dipidana sesuai

dengan kesalahan yang dilakukannya sebagimana dirumuskan dalam

Undang-undang. Orang yang melakukan tindak pidana harus bisa

mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia

terbukti bersalah. Penentuan tentang perbuatan mana yang dipandang

1 Himda Nurika, “Upaya Unit Reserse Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak
Pidana Perjudian di Polsek Panggang Gunung Kidul Yogyakarta,” Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram Yogyakarta (2019), hlm.1.
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sebagai perbuatan pidana terdapat dalam asas legalitas (principle of

legality) yaitu asas menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus di

tentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (pasal 1

ayat(1) KUHP)2.

Penegak hukum harus mengembangkan cara untuk menyelesaikan

suatu tindak pidana untuk mengatasi masalah hukum yang ada pada saat

ini. Penegak hukum harus saling bekerja sama untuk mengembangkan

beberapa cara dalam menyelesaikan perkara pidana dengan tujuan untuk

mencegah dampak buruk yang ada dalam masyarakat. Dalam sistem

peradilan pidana di Indonesia saat ini terdapat 2 (dua) langkah metode

penyelesaian hukum, yang pertama yaitu melalui jalur litigasi (peradilan)

yang kedua yaitu non-litigasi (diluar peradilan). Banyaknya tindak

kejahatan sehingga terciptanya berbagai perkara yang tercatat dalam

kepolisian, dengan adanya perkara yang masuk ke kepolisian,

penyelesaian melewati langkah litigasi dapat diharapkan dapat

memberikan efek jera dengan pemberian sanksi yaitu sanksi kurungan

penjara. Tetapi, pada kenyataan yang terjadi, penyelesaian tersebut tidak

selalu berjalan dengan harapan, justru memberikan permasalahan baru dan

menimbulkan penumpukan perkara pidana.

Proses litigasi ini terdapat berbagai kekurangan seperti proses yang

panjang, rumit,mahal, tidak menjadikan pulih efek kejahatan serta

lembaga pemasyarakatan yang tidak layak, hal ini tidak memberikan

2 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana,(Jakarta:PT. Bina Aksara,1985), hlm.5.
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keadilan untuk masyarakat. Sesuai dengan pernyataan Satjipto Rahardjo,

penyelesaian kasus tindak pidana melewati sistem peradilan yang akan

berujung dengan vonis, ini merupakan penegakan hukum jalur lambat

karena untuk sampai ditentukannya vonis melewati proses yang panjang,

yakni harus melewati kepolisian kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan

tinggi bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung hal tersebut menyebabkan

terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, dimana penumpukan

perkara tersebut tidak sedikit.3

Pada saat ini, Tindak Pidana begitu banyak ragam motifnya salah

satunya yaitu kekerasan, seperti kekerasan verbal maupun fisik, dan juga

kekerasan pada psikis. Tindak pidana bisa dikatakan sebagai suatu bentuk

perilaku manusia yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum

maupun aturan yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana bisa terjadi

pada semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Dalam

beberapa kasus, saat ini banyak tindak pidana yang terjadi dan dilakukan

lebih dari satu orang. Salah satu bentuk tindak pidana yang menonjol yaitu

pengeroyokan. tindak pidana pengeroyokan menjadi suatu kejadian yang

sulit dihilangkan dalam kehidupan di masyarakat, bisa kita lihat dari

kejadian yang sering terjadi di sekitar kita salah satunya yaitu masyarakat

yang sering main hakim sendiri atau dalam istilah pidana disebut dengan

eigenrichting.

3 Kristian dan Christine Tanuwijaya, Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep
Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia,
Jurnal Mimbar Justitia, Vol.1 No.2, Juli-Desember 2015.
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Kejahatan merupakan persoalan yang tidak ada habisnya yang

dihadapi oleh manusia dari masa ke masa, karena kejahatan merupakan

problem manusia, maka dari itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan,

semakin banyaknya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh manusia maka

aparat penegak hukum serta setiap pihak yang terkait harus dengan tegas

dan tanggap untuk memberantas kejahatan yang terjadi termasuk kasus-

kasus pengeroyokan yang marak pada saat ini.4

Di dalam tindak pidana pengeroyokan yang menjadi sasaran pelaku

adalah kesehatan mental maupun fisik yang tidak bisa diganti dengan

apapun. Terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

bahwa pembentuk undang-undang mengatur ketentuan pidana yang

terdapat di dalam Buku Ke-II pada BAB-V KUHP Pasal 170 tentang

Pengeroyokan.

Didalam penanganan suatu kasus kejahatan, terdapat pendekatan

restorative justice dalam hukum pidana tujuannya bukan untuk mencoreng

hukum pidana ataupun menghilangkan hukum pidana dan perdata.

Pendekatan restorative ini mengutamakan alur mediasi antara korban dan

pelaku. Pendekatan ini bahkan dapat mengembalikan fungsi hukum

kejahatan pada alur awal yaitu pada fungsi ultimum remedium suatu

metode yang pamungkas apabila upaya hukum lain tidak lagi dapat

digunakan dalam menangani sesuatu perbuatan kejahatan yang terjadi di

4 M.Ilham Harvin, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana
Penganiayaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta,” Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram Yogyakarta. 2022.
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masyarakat. Restorative justice yaitu proses penyelesaian Tindakan

pelanggaran hukum yang terjadi, dilakukan dengan membawa atau

mendatangkan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu

pertemuan untuk bersama-sama bicara. Dalam pertemuan tersebut

mediator memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan

yang dilakukannya. Pelaku yang melakukan penjelasan sangat berharap

pihak korban bisa menerima dan memahami kondisi dan penyebab

mengapa dia melakukan hal tersebut, dan pelaku juga menjelaskan bentuk

pertanggung jawaban terhadap korban atas perbuatan yang telah

dilakukan.5

Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya tindak

pidana pengeroyokan contohnya yaitu faktor individu, faktor ini timbul

dari dalam diri pelaku. Juga faktor keluarga dan lingkungan sekitar yang

biasa disebut dengan faktor eksternal. Begitu pula tindak pidana yang

sering terjadi di Bantul salah satunya yaitu pengeroyokan, beberapa kasus

pengeroyokan yang terjadi di wilayah kabupaten Bantul pada tahun 2021

berjumlah 73 kasus, pada tahun 2022 berjumlah 834 kasus dan pada tahun

2023 (januari-mei) terhitung 21 kasus pengeroyokan, dan yang berhasil di

restoratif hanya 1 kasus.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian lebih dalam dan ingin menuangkannya dalam sebuah

5 Henny Saida Flora, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Jurnal Law Justitia, Vol. II No.2. Juni 2017.
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penulisan skripsi, dengan judul: “ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN

DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN (Studi

Kasus di Kepolisian Resor Bantul)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan restorative justice diupayakan dalam

penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Polres Bantul?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam prosedur penyelesaian

kasus tindak pidana di Polres Bantul?

3. Upaya apa yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi faktor

penghambat yang ada?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan obyektif

a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan restorative justice

diupayakan dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di

Polres Bantul

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam proses

penyelesaian kasus tindak pidana pengeroyokan di Kepolisian

Resor Bantul.

c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi faktor penghambat yang

ada.
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2. Tujuan Subyektif

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi sebagai salah

satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan penelitian ini adalah bahwa hasil yang

didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk

menambah bacaan dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada

umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya. Selain itu, dapat

juga digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih

lanjut mengenai penerapan restorative justice yang dilakukan oleh

kepolisian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini masyarakat diharapkan dapat mengerti

tentang pengeroyokan khususnya sanksi maupun dampak dari

pengeroyokan tersebut.

b. Bagi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga

Penelitian ini dapat digunakan oleh para calon peneliti sebagai

referensi guna pengembangan penelitian yang serupa. Penelitian ini
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juga dapat memberikan sumbangsih wawasan kepada para mahasiswa

yang ingin melakukan penelitian serupa.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu untuk dijadikan

sebagai tolak ukur agar tidak terjadi adanya kesamaan dengan penelitian

sebelumnya. Dan akan menjadi pembanding untuk penelitian selanjutnya,

maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu

diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh Nandyar Astari Putri, dengan judul

“Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan Oleh

Anak di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota” Skripsi ini fokus

mengkaji tentang kebijakan Polres Magelang dalam rangka mencegah

terjadinya pengeroyokan serta peng-implementasian kebijakan tersebut

sehingga dapat mencegah terjadinya pengeroyokan. Kesimpulan dari

skripsi ini yaitu Kepolisian Polres Magelang Kota memiliki kebijakan

dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan berupa kebijakan penal

dan non-penal, juga implementasi kebijakan Polres Magelang Kota dalam

menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak

yakni pertama kebijakan non penal dengan mengeluarkan keputusan

diskresi dan upaya pencegahan berupa pre-emtif dan preventif. Yang

kedua yaitu kebijakan penal dengan menjalankan isi MoU Polres

Magelang Kota dengan Satpol PP yang berisikan tentang pemberantasan

kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan upaya represif yaitu
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menindak tegas anak yang melakukan kejahatan guna memberikan efek

jera.6

Jurnal yang ditulis oleh Andi Muliyono, Donny E.S Karauwan dan

Alice Bonggoibo yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana

Pengeroyokan melalui Mediasi Penal untuk Mencegah Konflik Sosial di

Manokwari” jurnal ini membahas tentang penyelesaian kasus pidana

melalui upaya mediasi merupakan suatu kemajuan dalam perkembangan

hukum pidana yang bersifat privat yang masuk dalam lingkup hukum

publik. Keadilan yang akan dicapai yaitu keadilan berdasarkan

kesepakatan para pihak bukan yang bersifat formal seperti yang diterapkan

dalam sistem peradilan pidana yang sifatnya legalistic formal. Upaya

mediasi penal mempunyai tujuan yaitu sebagai kesepakatan dalam bentuk

persetujuan para pihak dalam penyelesaian kasus yang sedang terjadi

dimana hal tersebut merupakan bentuk keadilan tertinggi. Dalam

wawancara yang dilakukan dengan Kasat Reskrim Polres Manokwari, hal

yang mendasari penyidik untuk melakukan mediasi yaitu Surat Edaran

Kapolri NO:SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam

epenyelesaian Perkara Pidana sedangkan untuk diversi diterapkan pada

perkara pidana anak. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian kasus

pidana bermaksud untuk mewujudkan nilai keadilan di masyarakat dengan

kesepakatan damai para pihak yang berselisih. Penerapan mediasi penal

6 Nandyar Astari Putri, Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan
Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota. Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang, 2020.
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dalam penyelesaian perkara pidana pengeroyokan di wilayah hukum

Polres Manokwari berjalan cukup efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan

jumlah kasus pidana yang diselesaikan secara mediasi penal lebih banyak.

Pihak korban dan pelaku secara selektif melakukan permintaan dan

permohonan kepada penyidik agar kasus mereka dapat diselesaikan secara

mediasi penal. Perlu adanya pelatihan khusus bagi para penyidik untuk

menambah pengetahuan dan skill penyidik dalam penyelesaian tindak

pidana melalui mediasi penal guna penyelesaian yang berkeadilan dan

memberikan kepastian hukum bagi korban dan pelaku.7

Penelitian yang ditulis oleh Brigita Feby Florentina,Umi Rozah

dan A.M Endah Sri Astuti yang berjudul “Tinjuan Kriminologis Tindak

Pidana Pengeroyokan Oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di

Kabupaten Wonosobo” jurnal ini meneliti tentang faktor yang

mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang

menyebabkan kematian, lalu penyelesaian hukum terhadap pengeroyokan,

serta upaya dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan oleh anak

yang menyebabkan kematian di Kabupaten Wonosobo. Dalam penelitian

ini pengeroyokan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor internal dan

eksternal. Faktor internalnya yaitu diantaranya faktor usia, faktor karakter

7 Andi Muliyono, Donny E.S Karauwan, dan Alice Bonggoibo, “Penyelesaian Tindak
Pidana Pengeroyokan melalui Mediasi Penal untuk Mencegah Konflik Sosial di Manokwari”,
Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam, November 2022.
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dan faktor eksternal yaitu disebabkan dari faktor keluarga dan

lingkungannya.8

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori ini sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan

penelitian guna untuk mengetahui maksud yang terdapat dalam judul

untuk menghindari penafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini lebih

terarah.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahas inggris yaitu “Policy” yang

dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang memiliki fungsi

untuk mengarahkan pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam

mengatur,menyelesaikan urusan yang ada di masyarakat atau bidang

penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum

dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Istilah Kebijakan

Hukum Pidana juga bisa disebut dengan istilah “Politik Hukum

Pidana”. Politik hukum pidana adalah kebijakan resmi mengenai

hukum yang dapat diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru

maupun dengan pergantian hukum lama dengan tujuan untuk mencapai

tujuan negara.9

8 Brigita Feby Florentina, Umi Rozah A.M, dan Endah Sri Astuti, “Tinjauan
Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di
Kabupaten Wonosobo”. Diponegoro Law Journal, Vol.8 Nomor 3, Tahun 2019.

9 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2009),
hlm.1
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Kebijakan hukum pidana dengan penal (penal policy) atau

menggunakan hukum pidana yaitu permasalahan penentuan :

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kriminal)

b. Sanksi apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada pelaku (penalisasi)

Kebijakan penal lebih fokus kepada upaya represif

( penindakan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan terjadi

para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) bertindak sesuai dengan

aturannya masing-masing. Dan kebijakan non penal lebih fokus pada

pencegahan atau preventif sebelum kejahatan terjadi.

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief,

upaya penanggulangan kejahatan bisa ditempuh dengan :

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on

crime and punishment/mass media);10

Upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu

melalui jalur penal dan jalur non penal.

a) Penanggulangan melalui Upaya Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal, menurut Barda Nawawi

Arief adalah dilakukan secara jalur hukum pidana. Upaya penal

10 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar
Interpratama,2011) Hal.45
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merupakan upaya yang menitikberatkan pada sifat represif yaitu tindakan

yang dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan

penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Upaya

penal dilakukan untuk menanggulangi kejahatan sampai pada Tindakan

pembinaan maupun rehabilitasi.11

b) Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana ( Upaya Non Penal )

Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan melalui jalur non

penal bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar

hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih

mengutamakan pada sifat preventif atau tindakan berupa pencegahan

sebelum terjadi kejahatan. Meningat upaya penanggulangan kejahatan

melalui “non-penal” yang lebih mengutamakan tindakan pecegahan maka

sasaran utamanya yaitu menangani faktor-faktor yang efektif penyebab

terjadinya kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal secara global maka

upaya-upaya non penal menempati posisi kunci dan strategis dari

keseluruhan upaya politik kriminal. Di pelbagai kongres PBB mengenai

“The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan upaya-

upaya yang efektif mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya

kejahatan.12

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan

sosial untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak diinginkan,

maka dalam pemecahannya harus diarahkan untuk muencapai tujuan

11 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar
Interpratama, 2011) hal.46

12 M.Hamdan, Politik Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) hal.20.
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tersebut dengan melakukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan

(policy oriented approach). Policy oriented approach merupakan

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pencegahan dan

penanggulangan kejahatan dengan sarana penal memiliki fungsionalisasi

yang dilakukan dengan 3 tahap, yaitu :

1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif) tahap ini merupakan

tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan

yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan.

Pihak yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan

legislatif.

2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) tahap ini menerapkan

hukum pidana atau penjatuhan pidana kepada seseorang,badan

hukum ataupun perusahaan oleh hakim atas apa yang dilakukan

oleh orang-orang tersebut. Pihak yang berwenang dalam tahap

ini adalah aplikatif atau yudikatif.

3) Tahap eksekusi (kebijakan administratif) tahap ini merupakan

tahap pelaksanaan pidana oleh aparat atas orang atau korporasi

yang telah dijatuhi pidana tersebut. Dalam hal ini yang

berwenang yaitu ada pada kekuasaan eksekutif atau

administratif.

2. Teori Restorative Justice

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum

untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana
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konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana

dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan

represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain

karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan

pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak

merasakan kepuasan.

Keadilan Restorative adalah sebuah alternatif peradilan kriminal

dengam mengutamakan pendekatam karakter pelaku disatu sisi dan korban

disisi lain sebagai kesatuan untuk mencari jalan keluar terhadap

penyelesaian masalah sehingga bisa mengembalikan hubungan yang baik

dalam masyarakat.13

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F.Marshall dalam

tulisannya mengemukakan bahwa defenisi dari restorative justice adalah14:

“Restorative Justice is a proses whereby all the parties with a stake in a

particular offence come together to resolve collectively how to deal with

the aftermath of the offence and its implications for thefuture” (restorative

justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan

dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara

bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut

demi kepentingan masa depan).

13 Prayitno, K. “Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis
filosofis dalam penegakan hukum in concerto)” Jurnal dinamika hukum, 12(3), 407-420. Hlm.409

14 Tonny F. Marshall dalam buku Marlina (2) , Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif
Justice dalam Hukum Pidana, 2010, USU Press,Medan, hlm. 28
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Penjelasan terhadap definisi restorative justice yang dikemukakan

oleh Tonny F. Marshal dalam tulisannya “Restorative Justice an

Overview”, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya

“Restorative Justice a Vision For Hearing and Change” yang

mengungkapkan 5 prinsip kunci dari restorative justice yaitu15 :

1) Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus;

2) Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian

yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;

3) Restorative Justice memberikan pertanggung-jawaban langsung dari

pelaku secara utuh;

4) Restorative Justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga

masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;

5) Restorative Justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar

dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Dalam terminology hukum pidana Restorative Justice adalah

penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan perdamaian antar korban

dan pelaku, kemudian didalam Perpol No 8 Tahun 2021 tentang

penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative yang tertuang

dalam ayat 1 pasal 1 disebutkan “Keadilan Restorative adalah

penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau

pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

15 Jurnal Pandangan restorative justice yang dikembangkan oleh Susan Sharpe
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adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali pada

keadaan semula”.16

Adapun pengertian restorative justice menurut beberapa ahli

sebagai berikut:

1) Dalam buku penegakan hukum pidana di Indonesia tulisan dari

Bambang Waluyo, Howad Zahr mendefinisikan Restorative Justice

adalah proses pelibatan para pihak yang terkait dengan

menggunakan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi serta

menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka

menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sebisa mungkin

sesuai dengan tempatnya.17

2) Menurut Agustinus Pohan, dalam Buku Hukum Pidana Anak

tulisan Wagiati Soetejoe yang disebut dengan Restorative Justice

merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda denga napa yang

kita kenal saat ini dalam system hukum pidana Indonesia yang

bersifat retributive.18

Dari pengertian diatas dapat dapat diartikan bahwa inti dari Restorative

justice ialah suatu perbaikan kembali seperti semula, Pendidikan karakter

pada pelaku kejahatan dan ganti rugi pada korban dengan melibatkan

masyarakat didalam prosesnya. Restorative justice merupakan suatu

16 Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (3)
17 Bambang Waluyo. Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016)

hlm.109
18 Wagiati Soetejoe, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama.2007), hlm 134.
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system hukum pidana yang menitikberatkan perdamaian sebagai jalan

keluar dari perkara tindak pidana yang telah dilakukan. proses

penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan dengan

mendatangkan pelaku dan korban secara bersamaan dalam suatu

pertemuan untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada,

dengan didampingi oleh seorang mediator.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan penelitian

dengan cara studi lapangan (field research) karena peneliti akan terjun

langsung pada objek tempat yang akan diteliti yaitu di Polres Bantul,

penelitian ini menggunakan data langsung dengan cara mengambil dari

lokasi penelitian untuk memperoleh data sebagai sumber data utama. Dan

juga penulis menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research)

dengan cara mempelajari berbagai buku referensi dan hasil penelitian

terdahulu yang sejenis dengan tema yang akan diteliti maupun dari buku

serta akta perdamaian restorative justice yang ada di Polres Bantul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, deskriptif-analisis yaitu

dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan memaparkan

data yang ditemukan dalam penelitian19, ini dilakukan dengan cara

19 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: UPT.Mataram University Press,
2020), hlm.107.
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mencari data di lapangan terkait pengeroyokan yang ada di wilayah

Kepolisian Resor Bantul untuk dilihat bagaimana penyelesaiannya dengan

menerapkan restorative justice, lalu dilakukan analisis berdasarkan data.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan

berupa pendekatan yuridis-empiris, yuridis-empiris merupakan metode

penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa

yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat,

dengan maksud untuk menemukan fakta yang dijadikan sebagai penelitian

lalu data tersebut dianalisis untuk diidentifikasi masalah yang pada

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.20 Pendekatan ini dilakukan

dengan cara mencari data kasus mengenai pengeroyokan di wilayah Polres

Bantul, dan meneliti penyelesaiannya dengan penerapan restorative justice.

Berdasarkan data yang berhasil didapat tersbut maka akan dikaji

pelaksanaannya dengan ketentuan yang berlaku.

4. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang akan didapatkan

oleh penulis sebagai bahan pokok utama dalam penelitian, dalam

penelitian ini data primer diperoleh langsung dengan dilakukannya

20 Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, (Jakarta: Sinar Grafika),
hlm.15-16.
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wawancara sesuai dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh

penulis yang bertujuan untuk mendapatkan atau menggali data

kepada pihak berwenang yang menangani kasus pengeroyokan

yang akan dilakukan langsung oleh penulis dengan bagian Satuan

Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul.

2) Data Sekunder

Data sekunder dibedakan menjadi 3 yang pertama yaitu

bahan hukum primer, yang kedua yaitu bahan hukum sekunder dan

yang ketiga bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer diperoleh dari Undang-Undang

Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021

Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan

Restoraif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian

ini adalah studi kepustakaan, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli

juga sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan

yang terdapat di dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
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bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus hukum, dan

ensiklopedia.21

3) Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menjelaskan secara deskriptif-

kualitatif tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian

tindak pidana pengeroyokan dengan menggunakan teori yang umum.

Data yang disajikan berupa wawancara atau penulis akan menuangkan

dalam uraian tertulis dari data yang terkumpul dengan wawancara

tersebut sehingga menjadi suatu penjelasan yang utuh dari temuan

penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan.

Penelitian tersebut merupakan tempat penelitian yang diharapkan dapat

memberikan informasi yang akan peneliti butuhkan dalam penelitian yang

diangkat. Lokasi penelitian ini akan di lakukan di Kepolisian Resor Bantul,

yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 202 Kalurahan Bejen,

Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

6. Metode Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

21 Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, Penelitian Hukum, (Malang: PT. Citra Intrans
Selaras (Citila), 2022) hlm.51.
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Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan

cara menelaah buku-buku maupun literatur serta catatan yang ada

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Sumber

kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah maupun

hasil penelitian terdahulu seperti tesis dan disertasi.

2) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai apa

yang akan diteliti oleh penulis dengan pencatatan yang sistematis,

logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai fenomena dalam

situasi sebenarnya ataupun situasi buatan.

Observasi dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan

datang langsung di tempat penelitian, kegiatan observasi dilakukan

untuk memproses ibjek dengan maksud untuk memahami

pengetahuan dari fenomena berdasarkan pengetahuan serta ide-ide

yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi

yang didapat harus bersifat objektif, nyata dan dapat dipertanggung

jawabkan.22 Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Satreskrim

Polres Bantul.

3) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu

merupakan Teknik dengan cara melakukan percakapan antara dua

22 “Syafnidawaty” https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/ , diakses pada 25 februari
2023, 22.14 WIB
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orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara,

tujuan dari wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang pasti

dan tepat langsung dari narasumbernya. Pada penelitian ini wawancara

akan dilakukan secara face to face antara penulis dengan pihak Sat

Reskrim Polres Bantul.

4) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini merupakan

suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi

dalam bentuk dokumen atau sesuatu yang di dokumentasikan

seperti gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat

mendukung penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa orang atau

kelompok orang, peristiwa ataupun kejadian dalam situasi yang

cukup berguna dalam penelitian ini.23

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam menyusun dan menggambarkan isi

dari penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang berisi latar belakang,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka

teori, metode penelitian, analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum peranan Restorative

Justice dalam penyelesaian tindak pidana pengeroyokan.

23 Yusuf, “Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”. (Jakarta :
prenadamedia group, 2014), hlm. 372.
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Bab ketiga, berisi mengenai gambaran umum kasus pengeroyokan

di Polres Bantul.

Bab keempat, berisi mengenai hasil penelitian yang akan

menjawab apa yang tertulis dalam rumusan masalah yang terdapat dalam

penulisan ini yaitu tentang analisis upaya kepolisian dalam penerapan

restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana pengeroyokan.

Bab kelima, berisi penutup yang didalamnya memuat kesimpulan

yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam

penelitian ini serta saran yang diperoleh penulis.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang tersebut diatas, maka dapat

ditarik kesimpulan oleh penulis sebagai berikut:

1. Dalam menangani perkara pidana, satreskrim polres Bantul tetap

mengedepankan restorative justice selama memenuhi syarat yang tertuang

dalam peraturan Polri No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak

Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative, salah satu tindak pidana yang

sering diterima oleh kepolisian polres Bantul ialah tindak pidana

pengeroyokan, Tindak pidana pengeroyokan sendiri juga termasuk perkara

yang dapat diproses menggunakan prinsip restorative justice. dengan

demikian dalam proses penegakan hukum untuk menangani tindak pidana

pengeroyokan, upaya yang dilakukan oleh Satreskrim polres Bantul adalah

menawarkan Restorative justice sebagai Langkah untuk menyelesaikan

perkara dengan melakukan medisi penal (mediasi kekeluargaan), adanya

keterlibatan korban, pelaku, dan keluarga kedua pihak yang berperkara

dalam proses penyelsaian perkara bertujuan agar perkara dapat

terselesaikan secara damai dan disepakati secara Bersama.

Penyelesaian perkara menggunakan prinsip restorstive justice

secara maksimal sudah diupayakan oleh Satreskrim polres Bantul, namun

pada kenyataannya masih sangat minim terealisai sebab hambatan-

hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Terbukti dari data yang
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didapatkan, hanya terdapat 1 kasus dari 178 kasus yang dapat diselesaikan

menggunakan Restorative justice.

Kaur bin opsnal polres Bantul, Bapak Iptu Imam Sutrisna83

menjelaskan terkait cara pelaksanaan restorative justice yang dilakukan

oleh Polres Bantul dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan,

yaitu : Dipertemukannya kedua belah pihak (saksi,korban dan pelaku juga

keluarga korban/pelaku), Menyaksikan ganti rugi oleh pelaku atau ganti

rugi lain, Membantu membuat surat kesepakatan bersama para pihak

(saksi, korban dan pelaku), Menerima surat pencabutan perkara (laporan

polisi) lalu Penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus

pengeroyokan tersebut untuk menentukan penyelesaiannya dan

menandatangani surat kesepakatan damai kedua belah pihak.

2. Faktor-faktor penghambat atau faktor yang menjadi kendala penegak

hukum berasal dari faktor masyarakat itu sendiri, karena tingkat kesadaran

hukum masyarakat yang masih rendah akan menjadi tantangan dan

kendala tersendiri.

lalu datang dari pelaku maupun korban yaitu para pelaku tidak ingin

damai, terkhusus kasus yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur

yang menyebabkan orangtua tidak ingin adanya perdamaian, masih

rendahnya pemahaman anggota polri mengenai sistem restorative justice

karena tidak semua penyidik memiliki pemahaman yang sama.

83 Wawancara dengan Iptu Imam Sutrisna, Kaur Bin Opsnal Satuan Reserse Kriminal
Polres Bantul, 14 April 2023.
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3. Agar dapat diterakapkannya prinsip Restorative Justice secara masksimal

maka perlu adanya edukasi secara langsung oleh aparat yang menangani

perkara terhadap pihak yang berperkara terlebih pada korban yang merasa

dirugikan terkait maksud dan tujuan serta dampak dari prinsip Restorative

Justice agar korban dan pelaku tindak pidana mengetahui ada jalur non

litigasi yang lebih mengedepankan keadilan yang disepakati dan diterima

oleh kedua belah pihak. dalam hal penyelesaian perkara dengan prinsip

restorative justice, instansi polri telah memiliki payung hukum yang

secara khusus mengatur tentang restorative justice dengan dikeluarkannya

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana

berdasarkan keadilan restorative, perpol ini kemudian perlu disosialkan

kepada setiap anggota polri agar memiliki pemahaman dan perspektif yang

sama mengenai restorative justice, kemudian dalam penerapannya menjadi

acuan bagi penyidik untuk bekerja secara profesional dan sebisa mungin

menyelesaikan perkara tindak pidana melalui prinsip restorative justice

dengan pemahaman yang mendalam tentang keadilan restorative oleh

kepolisian menjadi penting karena masyarakat juga perlu diesdukasi secara

lansgung dari pada pihak2 yang berperkara diberikan penjelasan terkait

maksud dan tujuan dari prinsip restorative justice.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran penelitian diatas, maka penulis memberikan saran

sebagai berikut :
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1. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Bantul agar secara

rutin melakukan penyuluhan dan sosialisai sebagai upaya mengedukasi

masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip restorative justice dalam

penyelesaian perkara dan masyarakat juga dapat memahami bahwa prinsip

restorative sangat berdampak baik pada keadilan korban tindak pidana.

2. Aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam hal melakukan

penyidikan dan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana agar memiliki

pemahaman yang lebih kompleks tentang restorative justice sehingga

dalam menangani perkara tindak pidana memiliki alternative yang dapat

menjamin hak-hak keadilan yang dapat dirasakan oleh korban dengan jalur

mediasi diluar Lembaga peradilan dan sebisa mungkin pihak kepolisian

dapat memberikan pengayoman terhadap pelaku kejahatan agar bisa

memperbaiki karakter serta tidak mengulangi dan melakukan kejahatan

dalam kehidupan masyarakat.

3. Saran kepada Masyarakat yaitu walaupun penyelesaian perkara melalui

restorative justice merupakan wewenang kepolisian, akan tetapi dalam

prosesnya keterlibatan dari masyarakat juga diperlukan sehingga penting

bagi Masyarakat untuk selalu terlibat pada setiap penyuluhan ataupun

sosialisasi sehingga pemahaman dan persepsi Masyarakat tentang

restorative justice dapat meningkat.
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